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ABSTRAK

ALISA UTAMI (2020): Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif
Figih Siyasah

S NI Hw B%dlﬂ 1eH @

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kafe yang
Sdijumpai tidak tertib dalam hal waktu operasionalnya. Aktivitas kafe yang buka
ﬂ'nngga larut malam ini juga menjadi faktor yang mengganggu masyarakat
“sekitar sehingga peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 yang dibuat pemerintah
ama sekali tidak terlaksana. Dan menyaksikan apa-apa yang terjadi di seluruh
cpelosok bumi yang beragam ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan kafe di
kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, apa faktor-faktor yang mempengaruhi
pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan bagaimana
tinjauan figih siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach),
yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan. Lokasi
penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi
dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 23 orang pemilik kafe

vdan 2 orang perangkat SATPOL PP. Karena populasi dalam penelitian relatif
Ssedikit, maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik Total Sampling.
®Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang
“kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan
Zpengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara,
=~Dokumentasi, dan Pustaka.
t: Berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara,
zDokumentaS| dan Pustaka dapat diketahui bahwa pengawasan Kafe Oleh
©Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaannya belum optimal karena hal ini
Edipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan dinilai
“gtidak sebanding dengan jumlah kafe, sehingga pengawasan kafe menjadi tidak
“maksimal. Sedangkan dalam figih siyasah, tugas yang terpenting dari
epemerintah dalam hal ini adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban
;dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional.

“<Kata Kunci: Perda Nomor 3 Tahun 2002, Pengawasan, Kafe, Figih Siyasah
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e PENDAHULUAN
Q
A.ZLatar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
ekuasaan tertinggi yang sah dan dipimpin seorang pemimpin yang diakui oleh
awahannya sebagai pemilik kedaulatan. Pemimpin juga disebut dengan

emerintah, yaitu sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola negara.

NELY EASNGNIN 11

Pemerintah merupakan aparatur negara yang meliputi semua lembaga- lembaga
yang memiliki aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan untuk
mencapai tujuan negara.

Pemimpin dalam konsep Islam pada dasarnya adalah sebagai wakil-wakil
Tuhan di bumi, diberi wewenang pada bidang-bidang tertentu, sebagai bentuk

9]
samanah yang mereka pertanggung jawabkan kepada Allah. Tugas-tugas

I9°1

fpemerintahan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan semangat

IuIe,

~keislaman dalam setiap lini kehidupan. Hal ini diungkapkan secara ringkas dalam

un

=sabda Rasulullah saw. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggung
(1]

E,"awab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa bertanggung jawab kepada

Q
Jakyatnya, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya.
=

gAIIah berfirman dalam (Q.S An-Nisaa’ 4: 58) :

ﬁ\ysxu\wu\ozezzs;m,@\g\ ~y\\,¢yu\es Gl H

oA \MMU&J\’QW&UM u;aﬁg
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

nery wisey Jui

! Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), cet. ke-6. h. 296
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= Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
5 kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
-O . J}2

= Melihat”.

job)

3

= Di dalam al- Qur’an memang tidak dijelaskan ketentuan yang tegas dan
=

—finci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk. Islam lebih
w

omenekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan
b

%uatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam

ggkeadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas®,
Hal ini tentu bergandengan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebagaimana dikatakan di dalam
kaidah figih siyasah :

Aaliaally & i e 1 e eyl it

154

® “kebijakan pemimpin harus berdasar kemaslahatan rakyat

0

ey

g Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan dibuatnya
;d:)erbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai
<

endukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang

9]

foertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah

Bl

“daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya

eAg

a)emerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru), (Semarang:
sySgifa’, 2007), h. 113.
: Abdul Mustagim, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna
=Jihad), Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011, h. 116.
* A. Djazauli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu
Syariah,( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. ke-2. h. 53.

Y wrsedy

eI
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an ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-

ndang Nomor 23 Tahun 2014 “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk

elrdio yeH @

menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan
etenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.5
Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan

ukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong

raja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah

NELY BYsSNS NIQ X!

dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan
demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin
kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-
tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk

penyelewengan dan penegakan hukum.

%: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
:’:Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5, Satpol PP mempunyai tugas:

E’a. Menegakkan Perda dan Perkada

%b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan

‘c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat®

Dengan memperhatikan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka

}[n§ jo Aj1sx

Emereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang

S

Emasih lemah dengan mempertahankan, meningkatkan serta memelihara yang

Zsudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi

)]

iSatuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat

s
= ® Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

® peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
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ebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan
lemerintahan dan kemasyarakatan.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam menertibkan tempat hiburan
mum. Dimana kafe termasuk ke dalam jenis hiburan umum. Berdasarkan
eraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 1, bahwa kafe adalah kegiatan

estoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik

engan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung kafe (restoran).” Kafe dari

Nejy eysng NI@!lw eidio

bahasa Prancis, secara harfiah adalah (minuman) kopi, tetapi kemudian menjadi
tempat untuk minum-minum yang bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya
termasuk minuman yang beralkhohol rendah.®

Di Kecamatan Tampan terdapat 23 kafe dan yang buka hingga tengah
malam, beberapanya berada di jalan Soebrantas dan jalan Bangau Sakti. Kafe
:gang buka hingga tengah malam ini sangat ramai dikunjungi kaum muda, ada
glang sekedar makan, minum dan diskusi santai serta ada yang nyanyi dan main

=
?Eames juga. Sehingga kafe menjadi tempat yang menarik untuk bersantai dan

gfnelepas penat, apalagi kecamatan Tampan termasuk lokasi yang memiliki 2
gimiversitas negeri sehingga menjadi penyebab kaum muda sangat dominan untuk
iu'berada di kafe.

g Berdasarkan wawanacara penulis dengan beberapa pemilik kafe di
§Kecamatan Tampan mendapatkan hasil bahwa masih banyak kafe yang buka
%\ingga larut malam. Aktivitas kafe yang buka hingga larut malam ini juga menjadi
®

Eaktor yang mengganggu masyarakat sekitar. Karena beberapa lokasinya dekat
E' ” Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum

® Wikipedia, 2019. Defenisi kafe. https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe/2019/10/31. (25 Maret
2019).


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Prancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Harfiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe/2019/10/31
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engan perumahan warga dan ada juga yang dekat dengan tempat ibadah. Selain

0 4BH @

1g.iltu tindak kriminal bisa terjadi dikarenakan pengunjung kafe pulang ke rumah
iﬂingga larut malam.

Dengan kenyataan ini tentu menjadi banyak kemudharatan yang didapat
ari berbagai pihak, terutama terhadap pengunjung kafe itu sendiri. Selain itu
engawasan operasional tempat hiburan kafe yang dilakukan oleh Satuan Polisi

among Praja belum efektif, apalagi di kecamatan Tampan. Satuan Polisi Pamong

NELY BYSNg NIN

Praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya. Mereka tidak bisa
melakukan pengawasan tanpa ada instruksi dari ketua Satuan Polisi Pamong Praja
karena untuk melakukan razia ke kafe perlu izin dan SOP yang jelas. Pengawasan
dari Satuan Polisi Pamong Praja ini terhadap kafe belum efektif karena banyak
yang tidak terlaksana di lapangan. Faktor itulah yang menyebabkan banyak kafe
:gang tidak tertib dalam hal waktu operasionalnya sehingga peraturan yang dibuat
gpemerintah sama sekali tidak terlaksana. Berdasarkan latar belakang di atas maka
B

ébenulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi

=
<dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru

&ilsxa

omor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum: Studi Pengawasan Kafe Di

ecamatan Tampan Kota Pekanbaru Perspektif Figih Siyasah”.

nery wisey Jjiredg ue”n%;o
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B. Z:iBatasan Masalah
g Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi permasalahan
idengan memfokuskan kepada pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja
%i Kecamatan Tampan perspektif Figih Siyasah.
C.cC;ZRumusan Masalah
:T Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan
gjibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
c
1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap keberadaan
kafe di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kafe di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Figih Siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan
%: Tampan Kota Pekanbaru?
D.E”H-'-I'ujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap

keberadaan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

o

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan kafe
di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
c. Untuk mengetahui tinjauan figih siyasah terhadap pengawasan kafe di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

nery wisey JireAg ueing jo AJISId2AIU() dTWE
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2.

Manfaat Penelitian

a. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal
hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pengawasan kafe
oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam tinjauan figh siyasah di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

b. Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada Fakultas Syari’ah dan
Hukum

c. Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

C. Metode Penelitian

1.

nery wisey| jiredg uejng yo AJ[s1d2AIuU[) d1wWe[s] 3jeig

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian
ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang
dilakukan kepada pemilik kafe untuk mendapatkan data primer.
Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik
kafe yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengawasan kafe oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dalam tinjauan figh siyasah di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.
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Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau
permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data
yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.® Pemilihan lokasi atau site selection
berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana
orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.'°

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena banyaknya kafe yang
berada di wilayah Kecamatan Tampan. Selain itu berdasarkan observasi
yang dilakukan pada beberapa kafe di Kecamatan Tampan masih banyak
yang buka hingga larut malam. Sehingga peneliti memilih Kecamatan
Tampan sebagai lokasi penelitian.
Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri
yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian,
kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.™* Populasi
dalam penelitian ini adalah 2 orang perangkat Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru, dan Pemilik kafe yang ada di Kecamatan Tampan Kota

nqogu wigey J1ieAg uej[ng jo A}sIaArup) drwe
N

° Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University Press,

002), cet. ke -2, h. 52.

1% Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Rosdakarya, 2007), cet. ke-6, h.

1 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2008), cet. ke-5. h. 78.
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Pekanbaru. Jumlah kafe yang terindikasi buka hingga larut malam ada 23

kafe.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah suatu

prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan
dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari
populasi. Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan Metode Total
sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama
dengan populasi. Jadi jumlah sampel ada 23 kafe dengan metode total
sampling.

Jenis Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai
sumber informasi yang dicari.
Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan
penjelasan mengenai data, seperti pendapat ulama dan lainnya.** Data
yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain

mencakup buku-buku, dan sumber informasi.

nery wisey JireAg ueing jo A}ISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

'2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009,

Cet. Ke 8, h. 137.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

%

3,
\I'l/'ﬂ

¢

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

10

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Observasi, metode observasi adalah metode yang digunakan dengan
cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penilitian tentang
keberadaan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru

Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung
kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti.

Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-
hal yang berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
notulen, rapot, agenda dan sebagainya.

Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu

dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.

Teknik Analisis

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data

secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan,

dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

e. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :
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Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan
secara khusus.

Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus
kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum

Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang

diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.

D. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini  penulis

mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari

beberapa sub bagian, yaitu:

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

BAB |

BAB Il

: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru, mulai dari keadaan geografis dan demografis,
keadaan penduduk, adat istiadat, kehidupan beragama, pendidikan,
sosial dan ekonomi, kemudian Kafe di Kecamatan Tampan. Selain itu

juga diuraikan tentang Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002.
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BAB Il : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kafe dan Satuan Polisi Pamong
Praja yang terdiri dari pengertian kafe, sejarah kafe dan perkembangan
kafe dari masa ke masa, Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong
Praja, Tugas Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru. Kemudian pemerintah dalam Konsep Siyasah yang terdiri
dari negara hukum dalam Islam, otoritas dan wewenang penguasa,
konsep Kepemimpinan Pemerintahan, hubungan timbal balik
pemerintah dan warga, serta hak- hak warga negara yang wajib

dilindungi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:
pengawasan kafe oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru, faktor yang mendukung dan menghambat
pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan tinjauan
Figih Siyasah terhadap pengawasan kafe di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN
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T B BAB I

g °

Ea S GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

= job)

@,

gDea_kripsi Kecamatan Tampan

3 =

< 1. cGeografis dan Demografis

: =

o

& o Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan
=
w

7yang terbentuk berdasarkan PP.N0.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara
?Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan
c
luas wilayah + 199.792 KM2."® Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari
beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:
1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu

3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu

4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

ISI 23¢38

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04

Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Wilayah

JJaquuns ueyjngaAusiu uep ueywunjuesuaw edue) 1ul Sin} BAIBY Yyninjes neje uegBeqeﬁdunﬁuew Buesenq ‘|
drure

ATU[)

Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari 4 Kelurahan menjadi 9

elurahan dengan batas-batas Kecamatan sebagai berikut :

=

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota

Pekanbaru)

no

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten

Kampar)

nery wisey JireAg uejng jo &*sta

¥ Dokumentasi Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

13
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3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota
Pekanbaru)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar)
Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km2 dengan jumlah
elurahan sebanyak 9 kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Simpang Baru

2. Kelurahan Tuah Karya

nery ejxsng NN Y lw eydio yeHq @

3. Kelurahan Sidomulyo Barat

4. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel.
Simpang Baru)

5. Kelurahan Tobekgodang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan
Kel. Simpang Baru)

6. Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)

7. Kelurahan Airputih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)

8. Kelurahan Tuahmadani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru
dan Kel. Tuah Karya)

9. Kelurahan Sialangmunggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo

Barat dan Kel. Tuah Karya)*

[ns jo AJ}SIBA}UH JIUTe|S] 2}elg

ue}
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S
o
c
o
c
=

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947jiwa pada tahun

Y Jredg

018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96persen dari tahun 2017.

Uurise

Kepadatan penduduknya mencapai 5.148jiwa/kmz2.

nery

% 1bid.,
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Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tampan

©

i

= Tabel 11.1

o Jumlah Penduduk di Kecamatan Tampan

= No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) Persentase
; 1 Laki-laki 158 195 51.37%
= 2 Perempuan 149 752 48.63%
= Total 307 947 100%
=

=

w

=

w

~tahun 2018 adalah 307.947 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 158.195 jiwa

d

(51.37%) dan jumlah penduduk perempuan 149.752 jiwa (48.63%). Selisih
=

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 8.443 jiwa (2.74%).

Tabel 11.2
Jumlah Penduduk tiap Kelurahan di Kecamatan Tampan
No. Kelurahan Jumlah Persentase
1 Simpang Baru 33 634 10.92%
2 | Sidomulyo Barat 49 601 16.11%
3 Tuah Karya 47 868 15.54%
4 Delima 29 801 9.68%
5 Tuah Madani 20 024 6.5%
6 | Sialang Munggu 48 711 15.82%
7 Tobek Godang 32 862 10.67%
8 Bina Widya 20 877 6.78%
9 Air Putih 24 569 7.98%
Jumlah 307 947 100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018
Dari rincian pada tabel diatas diketahui bahwa di kelurahan Sidomulyo

arat memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 49,601 jiwa (16.11%). Setelah

”% Jo AJ}SIBA}UH JIUTe|S] 2}elg

ue
~—

u yang memiliki penduduk paling sedikit adalah kelurahan Tuah Madani yaitu

0,024 jiwa (6.5%). Pertumbuhan penduduk yang berkembang begitu pesat,

M Jjae4s

menjadikan lokasi ini termasuk sebagai kecamatan yang memiliki jumlah

uise

&

penduduk yang paling banyak.*

ner

1% 1bid.,
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©

o

Q .

=Adat Istiadat

(@]

= Warga yang berdomisili di Kecamatan Tampan ini merupakan suku
job)

ipendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu dan

-
ctainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada

=

oiKecamatan Tampan ini tetap rukun. Didalam pergaulan masyarakat sangat
=
w

Zmenjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering
Py
amengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih
=
tua dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan

masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Kecamatan Tampan

ini akan dapat dilihat dari tabel di bawabh ini :

Tabel 11.3
Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kecamatan Tampan
No. Suku Jumlah (Jiwa) Presentase

® 1 Melayu 67 078 21,78%
= 2 Jawa 46 099 14,97%
; 3 Minang 136 188 44,22%
=7 4 Batak 31934 10,37%
B 5 Sunda 4 650 1,51%
E 6 Banjar 1909 0,62%
s, 7 Bugis 1694 0,55%
o 8 Flores 616 0,20%
@ 9 Lainnya 17 748 5,76%
< 10 WNA 31 0,01%
2 Jumlah 307 947 100%
o Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018
T
=)
%‘ Dari tabel diatas terlihat berdasarkan kelompok suku yang paling banyak
;oada Kecamatan Tampan ini adalah suku Minang sebanyak 136.188 orang

urise

b

;»68.078 orang (21,75%), serta yang ketiga pada suku Jawa adalah 46.099 orang

(14,97%), dan pada suku Batak adalah 31.934 orang (10,37%), selanjutnya suku

(44,22%) sedangkan yang kedua terbanyak jumlah pada suku Melayu adalah
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ainnya adalah 17.748 orang (5,76%), diikuti dengan suku Sunda adalah 4.650

rang (1,51%), dan suku Banjar adalah 1.909 orang (0,62%), serta Bugis adalah

i eydio

.694 orang (0,55%), sedangkan suku flores adalah sebanyak 616 orang (0,20%).

%H

aksud dari suku lainnya diatas adalah warga yang dalam satu keluarga terjadi

ernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran atau suku-suku dari

BYSNg NI

aerah lain yang pendatang baru.*®

py)
. sKehidupan Beragama

c

Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Karena setiap manusia
memiliki naluri mentaqdiskan (gharizatual-tadayyun) terhadap sesuatu.
Berdasarkan data monografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak
ditemukan adanya penduduk yang lima agama yang diyakini penduduk.

Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 11.4
Penduduk Menurut Agama
No. | Agama Jumlah Pemeluk Presentase
1 Islam 285 621 92,75%
2 | Khatolik 3942 1,28%
3 | Protestan 16 783 5,45%
4 Hindu 154 0,05%
5 Budha 1447 0,47%
Jumlah 307 947 100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di
ecamatanTampan beragama Islam dengan jumlah 285.621 jiwa (92,75%).

emudian yang menganut agama Protestan berjumlah 16.783 jiwa (5,45%),

sex*me&; uel[ng Jo AJISISAIU[) dDIWR]S] 3}e1§

=agama Khatolik berjumlah 3.942 jiwa (1,28%), agama Budha berjumlah 1.447

=
ojiwa (0,47%) dan terakhir agama Hindu berjumlah 154 jiwa (0,05%). Salah satu
=

18 1bid.,
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al yang melatar belakangi penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam juga

ipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut suku bangsa, yakni Melayu. Dari

g epdio yeHq @

spek sosial, Melayu memiliki kedekatan dan identik dengan Islam. Disamping

tu, guna mengarahkan kehidupan beragama telah disediakan tempat-tempat

S.NIQ.M

badah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun
leh masyarakat. Data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tampan Kota

ekanbaru Provinsi Riau, tempat peribadatan umat Islam paling banyak yaitu

ne_éa EJSH

masjid. Meskipun demikian, juga ditemukan tempat ibadah agama selain Islam.

Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11.5
Jumlah Tempat Ibadah
No. | Tempat Ibadah Jumlah Presentase

1 Masjid 162 68,35%
2 | Mushalla/ Surau 66 27,84%
3 Gereja 8 3,37%
4 Pura . 1
5 Vihara 1 0,42%
6 Lainnya - -

Jumlah 237 100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah tempat ibadah yang ada di
ecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yakni Masjid, Mushalla/Surau, Gereja, dan

ihara, sementara tidak ada Vihara. Dari tabel diatas terlihat bahwa banyaknya

AS uejng Jo AJISIDATU) DTWIR[S] d}€3S

empat ibadah berupa Masjid berjumlah 162 buah (68,35%), Mushalla/Surau

erjumlah 66 buah (27,84%), Gereja sebanyak 8 buah (3,37%) dan Vihara

SE’)E_}I.IE

T

=Sebanyak 1 buah (0,42%). Hal ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk

=
Efnenurut pemeluk agama, adalah Islam. Meskipun demikian, jumlah sarana ibadah
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ain (Gereja dan Vihara) juga sesuai dengan jumlah populasi penduduk non-

édlD

uslim di Kecamatan Tampan.’

endidikan

ligu e

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu wilayah, pendidikan
erupakan sesuatu yang sangat berperan. Karena pendidikan dapat dijadikans
bagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan,

aka pembangunan yang direncanakan diberbagai sektor, akan dapat diwujudkan.

NEJY EYSNSNIN A

Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara
didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem

pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan

non formal.

Sk

B Di sisi lain, dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan,
(g°]

-;-Dahkan dalam al-Qur’an Allah swt menjelaskan bahwa orang yang memiliki

ue,

apendidikan (ilmu) akan diangkat derajatnya oleh Allah swt beberapa derajat. Oleh

u

<karena itu, untuk melihat maju mundurnya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,

erlebih dahulu dilihat dari bidang pendidikannya; yaitu pendidikan yang dimiliki

A11819

leh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini :

2

U

=

& Tabel 11.6

@ Banyaknya Sekolah Umum di Kecamatan Tampan

<%}

= No Kelurahan Jumlah Sekolah Persentase
A 1 Simpang Baru 19 10.33%
= 2 Sidomulyo Barat 27 14.67%
i 3 Tuah Karya 30 16.30%
= 4 Delima 20 10.87%
=]

7 1bid.,
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5 Tuah Madani 10 5.43%
6 Sialang Munggu 27 14.67%
7 Tobek Godang 22 11.96%
8 Bina Widya 17 9.24%
9 Air Putih 12 6.52%

Jumlah 184 100%

Sumber: Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

20

Berdasarkan tabel diatas banyaknya jumlah sekolah umum menurut

Zkelurahan didapatkan hasil bahwa Kelurahan Tuah Karya memiliki jumlah paling

jab]

“banyak yaitu 30 sekolah (16,30%) dan Kelurahan Tuah Madani dengan jumlah 10

sekolah (5,43%), merupakan Kelurahan yang paling sedikit jumlah sekolah

umumnya.

Di samping lembaga/sarana pendidikan umum, di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru juga ditemukan sarana pendidikan agama. Untuk lebih jelas dapat

“ilihat pada tabel di bawah ini :
0

nery wisey JrreAg ueing jo AJISId2AIU) dTWE[S] 33

Sekolah Agama Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2018

Tabel 11.7

No Kelurahan Jumlah Presentase
1 Simpang Baru 4 20%
2 Sidomulyo Barat 2 10%
3 Tuah Karya 2 10%
4 Delima 4 20%
5 Tuah Madani - -

6 Sialang Munggu 5 25%
7 Tobek Godang 1 5%
8 Bina Widya 1 5%
9 Air Putih 1 5%
Jumlah 20 100%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

Pada tabel di atas diketahui bahwa pendidikan agama yang berjumlah 20

lembaga, di Kelurahan Sialang Munggu terdapat 5 (25%) sekolah agama, di
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EH @

~Kelurahan Delima dan Simpang Baru masing masing 4 (20%) sekolah agama,

)

ékelurahan Sidomulyo Barat dan Tuah Karya masing- masing 2 (10%) sekolah

|2

gagama, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya, dan Kemudian

-
Kelurahan Air Putih ketiga kelurahan ini hanya memiliki 1 (5%) sekolah agama,

-
oterakhir Kelurahan Tuah Madani yang tidak memiliki sekolah agama.™®

=
w
= Tabel 11.8
- Banyaknya Murid Sekolah Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan
o | No. Kelurahan Jumlah Murid Persentase
= 1 Simpang Baru 2412 6.21%
2 Sidomulyo Barat 7123 18.34%
3 Tuah Karya 4 399 11.33%
4 Delima 2 627 6.76%
5 Tuah Madani 3476 8.95%
6 Sialang Munggu 5820 15%
7 Tobek Godang 5784 14.9%
8 Bina Widya 5504 14.17%
9 Air Putih 1 685 4.34%
Jumlah 38 830 100%
guf Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018
(g°]
= Pada tabel jumlah murid diatas bisa dilihat murid di Kecamatan Tampan
o

=ini berjumlah 38.830 murid. Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki jumlah murid
gterbanyak yaitu 7.123 orang (18,34%). Selanjutnya yaitu Kelurahan Sialang
giMunggu memiliki 5.820 orang (15%). Kelurahan Tobek Godang 5.784 orang
5(14,9%). Kelurahan Bina Widya memiliki 5.504 orang (14,17%). Kelurahan Tuah

=
=Karya memiliki murid 4.399 orang (11,33%). Kelurahan Tuah Madani memiliki

ue

P

urid 3.476 orang (8,95%). Kelurahan Delima memiliki murid 2.627 orang

6,76%). Kelurahan Simpang Baru memiliki murid 2.412 orang (6,21%). Dan

nery wisey jie

18 Ibid.,
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6.

SNg NIN A

BdeD

rang (4,34%).%

osial dan Ekonomi

22

erakhir yang paling sedikit jumlah murid di Kelurahan Air Putih yaitu 1.685

Salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana

erekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2019 jumlah sarana

“perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun

py)
asebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat yang meningkat
=

dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan sarana perekonomian lainnya yang

meningkat di tahun 2019.

Jumlah Industri di kecamatan Tampan juga banyak, seperti pada tabel

dibawah ini untuk lebih jelasnya :

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

Tabel 11.9
Jumlah Industri menurut Kelurahan dan Jenis di Kecamatan
Tampan, 2018

No | Kelurahan | Industri | Industri | Industri | Jumlah | Presentase
Mikro | Sedang | Besar
1 Simpang 12 1 - 13 10.65%
Baru
2 | Sidomulyo 22 2 - 24 19.67%
Barat
3 | Tuah Karya 14 - - 14 11.47%
4 Delima 6 - - 6 4.92%
5 Tuah 9 - - 9 7.34%
Madani
6 Sialang 16 - - 16 13.11%
Munggu
7 Tobek 22 - - 22 18.03%
Godang
8 Bina 11 - - 11 9.02%
Widya
9 Air Putih 7 - - 7 5.74%
Jumlah 119 3 - 122 100%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tampan, Tahun 2018

19 1bid.,
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan industri baik dari

Wio ey o

ang mikro, sedang, dan besar di Kecamatan Tampan ini ada 122. Kelurahan

| e

idomulyo Barat memiliki 24 Industri (19,67%) jumlah yang banyak dari
elurahan lainnya. Kelurahan Tobek Godang memiliki 22 industri (18,03%).
elurahan Sialang Munggu memiliki 16 industri (13,11%). Kelurahan Tuah

arya memiliki 14 industri (11,47%). Kelurahan Simpang Baru memiliki 13

d BASNS NG

industri  (10,65%). Kelurahan Bina Widya memiliki 11 industri (9,02%).

nej

Kelurahan Tuah Madani memiliki 9 industri (7,34%). Kelurahan Air Putih
memiliki 7 industri (5,74%). Dan terakhir Kelurahan Delima memiliki 6 indsutri

(4,92%) 2

7. Daftar Nama Kafe

Perkembangan jenis usaha seperti kafe tentu membawa dampak baik yang

1838

ersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sebagai salah satu kecamatan di

g1°

ota Pekanbaru, Kecamatan Tampan tentu saja memiliki banyak kafe. Berikut

JIure

tabel jumlah kafe yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

S

E' Tabel 11.10

= Daftar Kafe di Kecamatan Tampan

= | No Nama Café Alamat

o 1 JJF Café JI. Garuda Sakti KM 2

w| 2 Line Up Café JI. Garuda Sakti KM 2

_:-: 3 Warung Six JI. Merpati Sakti

5| 4 Barak RKT JI. Merpati Sakti No. 15

& 5 Andre Café JI. HR. Soebrantas No. 31 KM 11,5
Bl 6 Zyan Café JI. HR. Soebrantas (Depan Giant)
=7 Warunk Upnormal JI. HR. Soebrantas NO. 3-5

5? 8 Wood’s Coffee Shop JI. HR. Soebrantas Panam

5 9 Win Kupi JI. HR. Soebrantas, Panam

= | 10 Radja Koffie JI. HR. Soebrantas, Panam

E' 11 One Refinery Coffee Shop | JI. Delima No.6, Delima

2 pid.,
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12 RR CAFE JI. Delima

13 Garasi Café JI. Marsan Sejahtera

14 Edd’s Waffle JI. Marsan Sejahtera No.3-4

15 Kepo Café JI. Purwodadi, Panam

16 Cipitih Café JI. Manyar Sakti

17 Galaxy Café JI. Bangau Sakti

18 Padussy Café JI. Bangau Sakti

19 D’99S Café JI. Bangau Sakti

20 Candu Kopi JI. Bangau Sakti

21 M’lepak With Kopi JI. Bangau Sakti

22 Majopi Café JI. Bangau Sakti

23 P'Loeng Cafe&Resto JI. SM. Amin

24 Cafe Plsang Goreng Kipas | JI. SM. Amin
Kuantan 11

Sumber Data : Hasil observasi

Penulis November-Januari 2019

Adapun jumlah kafe yang melanggar jam operasional sebagai berikut :

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

Tabel 11.11
Daftar kafe yang melanggar jam operasional

No Nama Café Alamat

1 JJF Café JI. Garuda Sakti KM 2

2 Line Up Café JI. Garuda Sakti KM 2

3 Warung Six JI. Merpati Sakti

4 Barak RKT JI. Merpati Sakti No. 15

5 Andre Café JI. HR. Soebrantas No. 31 KM
11,5

6 Zyan Café JI. HR. Soebrantas (Depan
Giant)

7 Warunk Upnormal JI. HR. Soebrantas NO. 3-5

8 Wood’s Coffee Shop JI. HR. Soebrantas Panam

9 Win Kupi JI. HR. Soebrantas, Panam

10 Radja Koffie JI. HR. Soebrantas, Panam

11 | One Refinery Coffee Shop

JI. Delima No.6, Delima

12 RR CAFE JI. Delima

13 Edd’s Waffle JI. Marsan Sejahtera No.3-4
14 Kepo Café JI. Purwodadi, Panam

15 Cipitih Café JI. Manyar Sakti

16 Galaxy Café JI. Bangau Sakti

17 Padussy Café JI. Bangau Sakti

18 D’99S Café JI. Bangau Sakti

19 Candu Kopi JI. Bangau Sakti

20 M’lepak With Kopi

JI. Bangau Sakti

24
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©

T

- 21 Majopi Cafe JI. Bangau Sakti

9 22 P'Loeng Cafe&Resto JI. SM. Amin

E 23 | Café Plsang Goreng Kipas | JI. SM. Amin

5 Kuantan 11

= Sumber Data : Hasil observasi dan wawancara Penulis Januari-Maret
= 2020

=

rda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002

Pemerintah membuat rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang

¥-eAsNs

iburan Umum, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

“Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts/DPRD/2002 tentang Persetujuan

Bl

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru.?

Sehingga perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang mempunyai X1 BAB dan terdapat 14
Epasal. XI1 BAB ini terdiri dari BAB | tentang Ketentuan Umum, BAB |1 tentang
::Jenis-jenis Hiburan, BAB IllI tentang lzin Hiburan, BAB IV tentang Waktu
gpperasional Hiburan, BAB V tentang Perizinan, BAB VI tentang Retribusi, BAB

§/II tentang Persyaratan Perizinan, BAB VIII tentang Denda dan Sanksi, BAB IX

I

<
%_entang Ketentuan Pidana, BAB X tentang Penyidikan, BAB XI tentang
<
oPengawasan, dan BAB XII tentang Ketentuan Penutup. Perda ini disahkan pada

9]

%anggal 18 Maret 2002 oleh Walikota Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman
j=%]

=)

g\bdullah, MM.

<%}

Pada BAB Il pasal 2 ayat 1 terdapat jenis- jenis hiburan, yaitu : Bioskop,

B3 JuI

§Karaoke, Pub, Rental Video, CD, dan LD, Taman Rekreasi/Taman Pancing,

Eﬁ(ebun Binatang, Video Game/Play Station, Café, Group Band/Orgen Tunggal

2L peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002
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tertutup/terbuka), Billyard.?? Dalam hal ini diatur dengan baik menyangkut

QJAEBH @

“lokasi/tempat maupun kegiatan pelaksanaannya diatur dalam suatu Surat

|2

iKeputusan Walikota.

Izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemreintah Kota

S NIN

ekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan
yarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait. Ketentuan dan

yarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah:

ne Yy eysn

a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau
sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-
pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan
kebun binatang.

b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat danatau lingkungan.

:;. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.

:’:d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.

Eé. Tidak menjual minuman keras.

gf. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).

gg. Tidak tempat prostitusi.

;Tn. Tidak tempat kegiatan perjudian.

;?i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan
g Walikota.

g. Dan diatur juga pada pasal 5 waktu operasional hiburan kafe yaitu dibuka
g)ukul 08: 00 WIB sampai dengan pukul 21: 00 WIB. Mengenai izin hiburan ini:
=

2 hid.,
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. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha / kegiatan hiburan
sesuai dengan jenis hiburan Umum sebagai tersebut pada pasal (2) Peraturan
Daerah ini wajib memiliki izin gangguan dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat
yang ditunjuk.

. Tata cara pengajuan lIzin sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat

Usaha.

nely exsng NN YW e1dio yey o

c. Jenis hiburan yang dapat diterbitkan izinnya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru,
hanya jenis hiburan sebagaimana tercantum pada BAB Il Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Daerah ini.?®

Peraturan yang tertera pada Perda Nomor 3 tahun 2002 ini telah diatur
sedemikian rupa dengan bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam

9]
chidup bermasyarakat. Menjaga dan melindungi ketentraman masalah hiburan
(g°]

ST

~umum yang ada di Kota Pekanbaru.

nery wisey JireAg ueing jo AJISIdAIU() dTWeE

2 bid.,



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

%

3,
\l'l/'ﬂ

¢

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

A.-

nelry exsns NN X!

|l B3dio YeH @

1.

BAB IlI

TINJAUAN TEORITIS

raian Tentang Kafe dan Satuan Polisi Pamong Praja

Pengertian Kafe

Kafe adalah sebuah tempat dimana seseorang makan dan minum
sambil ditemani alunan music.* Kafe merupakan suatu tipe restoran yang
biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar ruangan. Kafe tidak
menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan.
Minuman beralkohol biasanya tidak disediakan di kafe. Istilah kafe berasal
dari kata coffee yang berarti kopi.

Menurut WordNet 2003, kamus online Princeton, kedai kopi adalah
sebuah restoran kecil tempat minuman dan makanan ringan dijual.
Sinonimnya adalah cafe, coffee house, dan coffee bar.”®> Kedai kopi sebagai
sebuah istilah tidak digunakan tetapi digantikan oleh Kafetaria sebagali
"perusahaan yang bergerak dalam melayani berbagai macam makanan siap
saji dan minuman terutama melalui penggunaan garis kafetaria di mana
pelanggan membuat pilihan dari item yang ditampilkan. Beberapa layanan
pelayan terbatas yang disediakan. Meja dan / atau tempat duduk stan fasilitas
biasanya disediakan.

Saat ini kata coffee shop banyak dan sering digunakan dengan tidak
tepat. Restoran, bar dan warung sering menggunakan kata kopi sebagai

awalan atas nama mereka untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka.

nery wisey JireAg uelng jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

2 peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2002, Tentang Hiburan Umum, Pasal 1.
% Konstantinos Chadios, Thesis: “The Urban Coffee Shop” (Cambridge, MIT, 2005), h. 13.
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Cara untuk membedakan kategori buram tidak begitu sederhana. Dua elemen
utama dapat membedakan kedai kopi dari jenis lainnya. Pertama, kedai kopi
adalah tempat yang terutama menyajikan kopi; di warung kopi orang bisa
tinggal berjam-jam dengan harga secangkir kopi. Jelas, ini tidak dapat terjadi
di restoran atau di bar di mana pelanggan harus memesan sesuatu yang lebih.
Kedua, sebuah kedai kopi dibuka pada pagi hari, tutup pada malam hari dan
diatur untuk bekerja secara terus menerus, bertentangan dengan restoran,
kedai kopi tidak memiliki waktu makan siang atau makan malam. Dalam hal
ini, dengan kedai kopi yang saya maksud adalah semua ini tempat yang
memenuhi dua karakteristik yang disebutkan di atas.?®

Banyaknya kafe yang bermunculan mengakibatkan para owner
berpikir lebih kreatif untuk menciptakan konsep yang berbeda dari kafe-kafe
yang sudah ada. Hal ini sudah tentu untuk menarik perhatian pengunjung.
Pada umumnya, para owner kafe terlebih dahulu mensurvei apa yang menjadi
tren di pasaran masyarakat atau dari kebiasaan—kebiasaan masyarakat.
Masyarakat kebanyakan suka dengan sesuatu yang baru dan berbeda dari
yang sudah ada. Sebab yang berkunjung ke kafe biasanya bukan untuk
mengenyangkan perut, melainkan untuk bersantai dan menghabiskan waktu
luang. Kafe merupakan tempat yang cocok untuk bersantai ,melepas

kepenatan, serta bertemu dengan kerabat.

% 1bid.,
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Sejarah dan Perkembangan Kafe dari masa ke masa

Berbagai legenda Ethiopia dan Arab tentang siapa yang menemukan
kopi. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak benar-benar tahu, tetapi legenda
yang paling menarik adalah bahwa seorang gembala kambing bernama Kaldi.
Pada sekitar 600-800 M, Kaldi merawat binatang-binatangnya di punggung
bukit di Ethiopia, ketika ia memperhatikan bahwa kambing-kambingnya
bertingkah aneh. Dia menyadari bahwa hewan-hewan di bawah pohon dalam
hutan sedang mengunyah beberapa daun hijau dan buah merah dari pohon
yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Penasaran, si gembala kambing
mencoba beberapa buah beri merah dan merasa energik dan lebih terjaga.
Kaldi telah menemukan efek kafein. Kopi digunakan dari Ethiopia selama
hampir satu abad ketika mencapai dunia Arab dengan menyeberangi Laut
Merah. Pada mulanya buah dikunyah dan kemudian diseduh dengan air
matang. Itu pada abad keenam belas ketika seseorang memanggang kacang,
menumbuknya dan membuat kopi seperti yang kita kenal sekarang.”’

Menurut legenda, ketika biji kopi mencapai dunia Arab mereka
digunakan oleh para biksu sufi Arab untuk tetap terjaga pada sholat tengah
malam. Kopi disebut "gahwa" dan dibuat dengan merebus kacang. Qahwa,
juga dikenal sebagai anggur Arab, diminum oleh orang-orang Muslim yang
tidak diizinkan untuk minum anggur. Pada akhir abad ke-13, umat Muslim
minum kopi secara konsisten. Melalui Islam, kopi juga menyebar ke dunia.

Dari Persia ke Mesir, ke Turki, dan Afrika Utara, kopi diperdagangkan

2 Cemal Kafadar, “History of a Coffee”
( http://sites.duke.edu/, Diakses pada 13 Desember 2019, 23: 40)
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sebagai barang yang menguntungkan. Sekitar 1300, Yaman adalah negara
dimana kopi pertama kali di budidayakan.?®

Setelah kopi diperkenalkan ke Turki dari Turki Ottoman, kedai kopi
pertama dalam sejarah bernama Kiv Han dibuka di Konstantinopel pada
tahun 1475.% Beberapa tahun kemudian, kedai kopi berlipat ganda dan,
akibatnya, kopi telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Pada
akhir 1477 ratusan kedai kopi di Turki disebut "sekolah orang bijak" karena
banyak hal yang dapat dipelajari dan dilakukan orang di kedai kopi. Orang
Turki biasanya pergi minum kopi tetapi pada saat yang sama mendengarkan
musik, merokok, menonton tarian, dan tentu saja berbicara dan bersosialisasi.

Ketika kopi mencapai Eropa pada pertengahan abad ketujuh belas,
kopi itu dijual oleh para pedagang jalanan nomaden, yang menambahkan
minuman baru mereka dalam perdagangan lemona dan air biasa. Memang,
meskipun Venesia menerima pengiriman biji kopi hijau pertama di Eropa dari
pelabuhan Mocha pada 1615, rumah kopi pertama di sana, Caffd Florian,
dibuka kemudian pada tahun 1683. Sebelum itu, kedai kopi pertama yang
diketahui telah dibuka di Eropa adalah di Oxford pada tahun 1650, di paroki
St. Peter, oleh seorang Yahudi Turki bernama Jacob. Dua tahun kemudian,
seorang hamba Yunani bernama Pasqua Rosee mulai menjalankan usaha
pertama kedai kopi di St. Michael's Alley di kota London.

Pada tahun 1654 London memiliki ratusan kedai kopi, masing-masing

melayani pelanggan sendiri. Kopi dianggap sebagai minuman Kkontras

28 Konstantinos Chadios, Thesis: “ The Urban Coffee Shop” (Cambridge, MIT, 2005), h. 25.
% Cemal Kafadar, Op. Cit
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alkoholik yang merangsang aktivitas mental dan percakapan daripada
kebodohan indra. Sebuah puisi anonim yang diterbitkan di London pada
tahun 1674 mengutuk bir sebagai "bir berkabut yang mengepung otak kita"
dan anggur sebagai “racun manis dari anggur berbahaya yang
menenggelamkan alasan dan jiwa kita". Namun, kopi dipuji sebagai :
“Minuman yang sehat, yang menyembuhkan perut, membuat berfikir lebih
cepat, Merilekskan pikiran, meningkatkan semangat, dan menghibur orang
yang sedih, tanpa membuat gila”.

Istilah kata kafe berasal dari bahasa Perancis yang berarti kopi. Orang
Perancis menyebut kedai kopi dengan istilah cafe. Perancis menjadi salah satu
Negara yang di juluki “Negeri Cafe” karena pesatnya perkembangan cafe
disana dan dari Perancis lah cafe mulai tersebar luas di dunia.

Cafe atau Coffee Shop atau yang di kenal sebagai Kedai Kopi berasal
dari Turki (Sekarang Istanbul). Coffee Shop pertama kali berdiri di
Constatinopel di Turki (Istanbul) pada tahun 1475. Pada awalnya Coffee Shop
hanya menjual minuman kopi. Coffee Shop pertama di Eropa didirikan tahun
1529. Minuman ini menjadi sangat digemari di Eropa karena adanya ide
untuk menyaring kopi dan memperhalus citra rasa minuman kopi dengan susu
dan gula. Coffee Shop di Eropa semakin populer karena mereka tidak hanya
menjual minuman kopi tetapi mulai menjual kue-kue manis dan penganan
yang lainnya.

Coffee Shop pertama di Britania Inggris didirikan tahun 1652. Di

Coffee Shop ini lah istilah kata “tips” pertama kali digunakan. Guna
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menjamin servis yang cepat, sebuah toples di letakan di meja counter, orang-
orang memasukan koin tips ke toples itu untuk dapat dilayani dengan cepat.*°
Pada tahun 1690 kopi dibawa ke pulau Jawa untuk dibudidayakan. Karena
pada masa itu Indonsia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian
berkembanglah kedai kopi di Indonesia hingga sekarang sering dikenal
sebagai coffee shop atau coffee bar yang memang didatangi untuk sekedar
menikmati kopi atau berbincang dengan teman — teman.*

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan
Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja
dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah
Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada

tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk
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‘Place in the Social Media Era”, (Atlanta, Georgia State University, 2016), h. 6.

%! salendra, Coffee Shop As A Media For Self-Actualization Today’s Youth, Jurnal

Komunikasi VVol. VI No. 02, 2014, h. 49.
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mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi
Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat
diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada
masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan
Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah
nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi
Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para
petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi
Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara
seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok
Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan
Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau
Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan
digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148
UUNo. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat
Pemerintah  Daerah  dengan tugas pokok menegakkan Perda,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai
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pelaksanaan tugas Desentralisasi. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32
Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 Tahun
2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001.

Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan
Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan
jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas
untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan
Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian
perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan Kketentraman
masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala

Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
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daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan
Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum,
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penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah
dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan atau aparatur lainnya.

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan
Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong

Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,

aparatur /badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat.
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d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur /
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah.

e. Melakukan tindakan administrasif terhadap waraga masyarakat, aparatur /
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

a) Kepala Satuan;
b) Sekretaris;
c) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
e) Bidang Sumber Daya Aparatur;
f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
g) Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
h) Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan



)

g

f
'

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g
‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

NVIE VISNS NIN

&

£
)

)

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

38

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamog Praja.*> Adapun

uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas adalah :

a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

a.

Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan
masyarakat;

Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur
lainnya;

Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota;

32 peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013



)

g

f
'

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g
‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

NVIE VISNS NIN

&

£
)

)

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

39

Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan
peraturan daerah);

Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk
Pejabat Negara dan Tamu Negara;

Melaksankan pengamanan dan penertiban asset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;

Membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan/atau
kegiatan yang berskala misal,

Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam
rangka pelaksanaan tugas dan pencapian organisasi;

Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan
petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing;
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Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar
pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas;

Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;
Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang
diterima untuk bahan penyempurnaan;

Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis
maupun lisan;

Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan perundang-undangan.

b) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja

kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja;

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan;

Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau

tidak berada di tempat;
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Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub
bagian;

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat
dinas, upacara serta keprotokolan;

Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan
evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban
dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta
perlengkapan gedung kantor;

Mengendalikan dan meaksanakan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi,
rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan
penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-
masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas

dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

. Memfasilitasi tugas-tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja,

sosialisasi dan bimbingan teknis;



)

g

f
'

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g
‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

NVIE VISNS NIN

&

£
)

)

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeHq @

nery wisey JireAg ueing jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

n.

42

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang
diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;
Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri dari:

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

6. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan asset

7. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang kepala

sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

¢) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah:

a.

Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan petunuk aturan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan;

Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta

penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
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Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang
terkait;

Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya
pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan
perundang-undangan pro-yustisi;

Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah;
Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-
masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan Kkerja,
sosialisasi dan bimbingan teknis;

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang
diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun

tertulis;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Setiap seksi sebgaimana di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bidang

Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

d) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

mempunyai tugas:

a.

Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam
penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait
dalam penegakan perundang-undangan daerah;

Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;
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Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara
lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-
masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan Kkerja,

sosialisasi dan bimbingan teknis;

. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang

diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun
tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Kerjasama.
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Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

e) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas:

a.

Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang
Sumber Daya Aparatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait
pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja;

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait peningkatan Sumber
Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi
Pamong Praja;

Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi
Pamong Praja;

Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan
jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan

petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;
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h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-
masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara
lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat
diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja,
sosialisasi dan bimbingan teknis;

Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang

diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun

tertulis;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:

Seksi Pelatihan Dasar;

Seksi Teknis Fungsional.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
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emérintah dalam Konsep Siyasah

o
N&gara Hukum Dalam Islam

Negara dalam Islam tidak dapat disamakan dengan teokrasi seperti

By e1dio

g dipahami di Barat. Dalam teokrasi, penguasa memegang mandate dari

<

an sementara dalam nomokrasi Islam, Kepala Negara (penguasa)

_|
NI

menjalankan Negara dengan berdasar kepada hukum syari’at yang di turunkan
Agah kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad saw,. Maka penguasa
mgaksanakan apa saja yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Dalam
n(;:mokrasi Islam, kepala Negara bukanlah sosok untouchable man , dia sama
dengan warga Negara lainnya yang tidak kebal di mata hukum, kepala Negara
hanyalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting
sehingga semua tindakannya dapat di kontrol oleh masyarakat.

Konsep Negara Hukum ini telah lama berkembang bahkan pada zaman
A&stoteles telah ada. Pada masa itu yang dimaksud dengan Negara Hukum

®

iaEh negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga
neFZé;aranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup

urﬁuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu
(1]

1]
d@arkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang

=)
b@(.?ﬁ
=

Dala@ perkembangan konsep negara hukum, Immanuel Kant juga berpendapat

9 2]
bahwa negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara

I

hany%menjaga saja agar hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar.

b] WIS

Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, h. 166.

ner
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Oftoritas dan Wewenang Penguasa
o

Kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengaruhi atau

2 )e

méhwberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat prses komunikasi dalam

|2

upaya mencapai tujuan organisasi.> Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi
sejﬁ_ra menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau
dQEgan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan
ad;%lah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang
tegrganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah
ditcetapkan.

Kepemimpinan merupakan relasi dan pengaruh antara pemimpin
dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang
sebagai hasil dari interaksi otomatis anatara pemimpin dengan orang-orang
yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan
b%wa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi
da‘E; mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai

=

tu}‘é]an.35 Defenisi ini juga terdapat dalam hadist dari Ibnu Umar, yaitu:

= 284 ~ a;f},« & e5. 48 @ s @ ME S 8 e -
Oiia S5 ¢ s8I Al alle &) e - L3 06 "z (i) ge

de s 4ke ) 0f dsa 385 1) ol o sall hua¥ldie ) 0o
g adn dal e ;‘J
&
=)

- “Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi saw., setiap kamu itu
5 adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas
A

=
# Rivai Zainal, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik,

Jakart’a Raja Grafindo Persada, 2004, h. 2.

$Kartono, Kartini, Pemimpin dan kepemimpinan: apakah pemimpin abnormal itu? / Kartini

Karto@o, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, h. 5-8.
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© yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat

% bertanggung _ jawab terhadap rakyatnysaé dan setiap suami

o bertanggung jawab atas rumah tangganya”.

o

g Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang
pé_nimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di
akfhzirat oleh Allah swt dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari
tagggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhgj Syarh
Sazhih Muslim bin al-Hujjaj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan
tufgoas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

c

Kepemimpinan dalam interaksi manusiawi terkait langsung dengan
masalah penyesuaian karakter atau kepribadian antara pemimpin dan orang-
orang yang dipimpinnya atau sebaliknya. Penyesuaian tersebut dibutuhkan
karena tidak ada dua manusia yang memiliki karakter atau kepribadian yang
sama. Kepribadian seseorang pada dasarnya bersifat subjektif, yakni berupa
k%sep diri yang berpengaruh pada sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan
ké@ribadian yang dimaksud dalam kepemimpinan adalah sikap dan perilaku
pe?:himpin yang terlihat oleh orang lain diluar dirinya. Dalam hal ini
ke%ribadian bersifat objektif atau yang sebenarnya dari pemimpin itu. Sikap
da% perilakunya akan menggambarkan tentang sifat-sifat khas, watak,
kqi}“erampilan dan kemampuan yang dimiliki, minat, perhatian, kebiasaan dan

Iaﬁ-lain.37 Karena itu, karakter seorang pemimpin agama juga dapat dinilai

9 2]
oiéh orang lain atau pengikutnya dengan melihat sikap dan tingkah lakunya.

-
)

;?)gﬁ A. Dijazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rabu-rambu

Syari%» (Edisi Revisi), (Jakarta:Prenada Media Group, 2003), h. 7.

% Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, Yogyakarta, Gajah Mada University

Press,§993, h. 97.
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Inidlah yang dinamakan kepribadian yang bersifat objektif dari seorang
o

pé’mimpin agama.
Seseorang dapat disebut sebagai pemimpin agama tentu ia memiliki

karakter-karakter pada dirinya yang bisa membuat pengikutnya yakin terhadap

S118u er1dio

=~

emimpinannya. Karakter pemimpin agama tersebut tercantum dalam (QS.

Anbiya’ 21:73) :

>
SNSN|

\Qs
ne!atﬁ‘
€

v

%

f( (i~ % 3 ;i = S - "&;z ;/“’.A// -

dad agl) Wajly Uzl §yde 4% X
B l - ° & _ Ao 3 ~_

VY Gane US55 850 26

I | o

)y o g

\
1Y

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami
wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah
mereka selalu menyembah”. >

3. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan

Secara umum dapat dimaknai bahwa kepemimpinan pemerintahan

alah kepemimpinan dalam pemerintahan atau secara operasional dapat

12838

a}jelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan prinsip-

T

@insip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Hubungannya dengan
=

i &

kepemimpinan pemerintahan Indonesia terdapat pada setiap tingkat

pemerintahan, Nasional/Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, kecamatan dan

Jo

Juga tingkat pemerintahan kelurahan/desa. Lebih lanjut jika pengertian ini

1

&1

kaitkan dengan pemerintahan daerah maka kepemimpinan pemerintahan

erah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya dalam

] wisey JLRAS

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 328.

ner
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stistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
o

Bndang Dasar 1945.%

Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pemimpin

merintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada

F1Ru e1dio

tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.*°

ri sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin
gplitik yang tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para
lgenteri, gubernur, bupati/Wali Kota dan kepala desa/lurah dan pemimpin
;ang menduduki jabatan struktural yaitu mereka yang menduduki jabatan
secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, 11, 111, V.

Para pejabat politik dan pejabat struktural digolongkan sebagali
pemimpin pemerintahan karena mereka adalah aktor pemerintahan yang

melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan

1318

asyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan

gi°

rata. Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan perilaku

ng bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta

Bun'grue

asyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela

artabat,kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat

AFsi1a

ementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat mengendalikan

[ngyo

ri,dan sombong.

u2)

Dalam kaitan ini seorang pemimpin pemerintahan dituntut juga untuk

ngikuti perkembangan paradigma pemerintahan, sebagaimana dipahami

m;se? Juredg

#

S. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 2009, h. 52.

J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah., (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 2.

nel
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bahwa saat ini telah terjadi perkembangan paradigma dalam

BeH @

merintahan yakni bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh

isi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (output) yang efisien

190

kan kepada masukan (kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah

pada maksimalisasi masukan dibanding maksimalisasi keluaran.

merintah hendaknya berperilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan

SNFENIGANIEU .

rgasyarakat. Dimana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus
g;ﬁ!layani dengan sebaik-baiknya. Selain pemerintah lebih tepat berorientasi
pcada mekanisme kerja partisipatif dari pada mekanisme kerja hirarkis.*!
Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa pemimpin pemerintahan merupakan figur yang
menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan.

Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh

9]
kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam
(g°]
@elaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian pemerintah dituntut
8

untuk menjaga rakyatnya dari kemunkaran dan memerintahkan untuk

=
Kebaikan. Sebagaimana yang tercantum dalam (QS. Ali ‘Imran: 3: 104):

SIo

a
.

& vy caiaall o0l T G 0% Ll e A
A do o Ioé’ AP
Vo G salaall 2h Sl SR

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
~yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung ”.**

sey] JireAg uej[ng jo

@Zulkarnaini, Reinventing Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Ramping dan Efisiensi,

JurnalEkonomi, Vol. 21 No. 4, 2013, h. 3-5.

= Departemen Agama RI, op.cit, h. 63.
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Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Warga
Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam

nyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur

pentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Kepala negara bukanlah

I|BU eFlio yeH

ibadi luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak

(SR

leh berada jauh dari rakyatnya. la harus dpat mendengar dan menyahuti
%spirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
gntuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari
c

rakyatnya.43 Kepala negara atau imam, tidak seperti dalam pandangan Syi’ah
Isma’iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa.
la tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan
ketentuan-ketentuan agama.

Kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan
t%)kyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berdeda dengan
Iganusia lainnya. la memperoleh kehormatan dan kemudian yang lebih besar
%\Iam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang
%‘emerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan tugas dan

éhggung jawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia

Q
[@innya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang

=
lgerlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang
%Elakukannya dan perbuatan- perbuatannya yang melampaui batas
Iéwenangannya.

g.

®Nurcholish Madjid, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta, Prenada

MedigGroup, 2014, h. 241.
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Dalam karyanya al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Mawardi memaparkan
kewajiban kepala negara yang harus dijalankan, yaitu :
Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa — apa
yang telah disepakati oleh umat salaf.
Mentafidzkan hukum — hukum diantara orang — orang yang bersengketa,
dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara
umum.

Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram

nesy e)sng NigY!lw epdd B2 H @

dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan
aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
d. Menegakkan hukum — hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar
hukum dan memelihara hak- hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan
dari pihak luar.
Berjihad melawan musuh — musuh Islam yang membangkang dari
dakwah Islam.
Mengelola keuangan negara seperti ghanimah, al- fai’, pajak, dan
sedekah lainnya.
Menentukan belanja negara (APBN).
Mengangkat pejabat — pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan,

dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut.

neny wisey jiieAg ue3ngsjo A}ISIagiu ) JTWEEs] 33e3S o
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@ Melaksanakan sendiri tugas- tugasnya yang langsung di dalam membina
umat dan menjaga agama. Dengan demikian, umat hidup dalam
kemakmuran dan agama dapat berjalan dengan baik.*

Muhammad Rasyid Ridha mengumpulkan tugas — tugas kepala negara
nya 4 bidang saja, yaitu :
Mengembangkan dakwah Islam dan menegakkan kebenaran.
Menegakkan keadilan

Melindungi agama dari pengacau dan menolak bid’ah.

o nesy exrsng N|@!1w e1dio yey

Bermusyawarah dalam menetapkan hukum — hukum yang tidak diatur
secara tegas oleh nashsh. *°

Sementara Muhammad Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain
kepala negara, yaitu : ‘“Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena
kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu
l:?u;duniawian.”46 A. Hasymi juga menyebutkan dua kewajiban pokok kepala
gara, yaitu menegakkan Islam dan menyelenggarakan urusan-urusan

negaraan secara umum dalam batas-batas ajaran Islam. Tugas dan

Hun Ziwegs] 23

wajiban ini meliputi keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah
lam pelaksanaan pemerintahan.*’
Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak — hak

kyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak

A. Djazauli, Op.Cit, h. 61-62.
~- Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta, Prenada

ge8y|jrredg uBing jo AFsio

Medi&Group, 2014, h. 243,

®J A. Djazauli, Loc.it.
= Muhammad Igbal, loc.cit.
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mengemukakan pendapat dengan dan benar, hak mendapatkan penghasilan
o

yang layak melalui kasb al- halal, hak beragama, dan lain-lain.*®

Rakyat juga harus mematuhi aturan yang dibuat oleh kepala negara

ar hubungan timbal balik ini bisa terlaksana karena untuk menjalankan

ﬁw&u e1dio

buah aturan pemerintah bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Kepala
gara seperti uraian diatas selalu ingin kesejahteraan untuk rakyatnya, dan

yat tentu ingin merasakan dilindungi oleh negaranya. Karena jika

Y eg_sn

pemimpin sukses mengatur rakyat maka semua aspek akan menjadikan

=

negara bergerak maju. Seperti yang terdapat dalam (QS. An- Nisa’: 4: 59):
day £ a0 5':/ @ 5, "° €°~f/ e ese . g%

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

@ P

ii\

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.*

Untuk itu perlu dijalankan sistem seperti saling menguntungkan, jika

mua aturan tertera pada undang — undang maka setiap warga negara wajib

I 28818

72)

patuh dan tunduk pada aturan yang ada. Semua aturan , pelaksanaan ,dan
sanksi ada undang-undang yang berlaku atas itu semua. Jadi warga negara

Ika tidak suka, mereka harus patuh aturan yang sudah berlaku tersebut demi

ISI9&1U )

rjadinya hubungan timbal balik yang menjadi tujuan dari negara itu sendiri.

£ 8

k-Hak Warga Negara Yang Wajib Dilindungi

Hak- hak asasi manusia adalah hak- hak dasar atau hak-hak pokok

184G uejn

ing dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

%”‘

k-hak asasi ini menjadi dasar dari hak- hak dan kewajiban- kewajiban yang

*A. Djazauli, Op. Cit, h. 63.
Departemen Agama RI, op.cit, h. 87

nery [is
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lain. Sebagaimana kita ketahui, di samping hak- hak asasi ada kewajiban-
o

ﬁ’ewajiban asasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat

)

Berhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya.®
Adapun mengenai hak-hak warga negara, Abu A’la al-Maududi
nyebutkan bahwa hak-hak warga negara itu adalah :
Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.

Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

o NEdY BASNSNIF!|IW e

Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas
dan kepercayaan.

Sebagaimana yang disebutkan Abu A’la al- maududi tentang hak- hak
warga negara, juga sesuai dengan kaidah berikut:

“Pembayaran harus disertai dengan perlindungan >

Menjadi kewajiban dari Pemerintah atau negara hukum untuk

&) dIrwe[sy ajels

engatur pelaksanaan hak- hak asasi ini, yang berarti menjamin

I

laksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan

£31R oA

wmum, kepentingan bangsa dan negara. Malahan ada kecenderungan, bahwa
9]
demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia, maka negara

rtugas menjaga ketertiban masyarakat, karena yang penting dalam hal ini

juedg uey

|

~ Kansil & Christine Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,

2000, & 202.

BA. Djazauli, op.cit., h. 64.
Hbid.,
]

=
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fegara tidak akan turut campur dalam hal yang dianggap pelanggaran akan
a

hak asasi.®?

Dengan menghormati hak asasi manusia maka setiap orang akan

[|Bu e1di19o

empergunakan haknya dan dengan sendirinya setiap orang akan berjuang
tuk mencapai kemakmurannya masing — masing. Di dalam suatu negara
kum vyang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan
sejahteraan masyarakat, maka diaturlah masalah fungsi negara, dengan

nyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia.

n%a e@'sng[\“gx

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara
luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap
hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang
%’émokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan
Igzwajiban yang bersifat bebas dan asasi.**

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan

atu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak

Fis1olun drux

asi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan

hadap hak- hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting

o 4

lam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu

gara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan

nderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara

Sesy JIIEAS uBqn

%3 Kansil & Christine Kansil, op.cit., h. 204.
¥ Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan

Hukur?_f Islam, (Prenada Media Group, Jakarta, 2012), h. 35.
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yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang
o

g
[
>
«
«
[
o
>
<
QD

Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak — hak asasi

mun, dipihak lain juga menyelenggarakan kepentingan umum yaitu

@ !IBu eydio

sejahteraan masyarakat. Betapapun peranan negara dalam membina
syarakat namun hak asasi manusia harus tetap dilindungi dan diakui.

Hak warga negara menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

exsn%[\“

idonesia, keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan

B

gmum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya
keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud
lalah keadilan yang memberi pertimbangan dimana hak milik berfungsi
sosial. Seperti terdapat dalam (QS. An- Nisa’: 4: 58) :

o GOl (i Aa8a 135 T L) i

‘./Ma ‘%;b}; .EA)}}?/ /f"’? 'A‘
I 537 oF 38580 @ G){ed
O 1y Uaale S 301 B By &aay s AT & 3T, T 2855

Dl Lagais G 20 &) 4 aSTaan Uend 40 O J321L ) 5835

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat ">

Tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai

AISIATU) DTWER[S] d}€3S

anusia terhormat dalam arti tidak ada kepincangan dimana ada segolongan

Jo

yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata

Rin tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat
9 2]

Fﬁfkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial

Rl WIISED] J

Departemen Agama R, op.cit, h. 87.

n e
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ngan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling harga-
nghargai dan bantu membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam paham Keadilan Sosial dijamin hidup layak, dijamin adanya

k milik, adanya hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan

tem pengupahan dan syarat- syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas

gkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang kesemuanya itu

te1ah menjadi hak asasi yang telah diakui oleh UUD maupun Universal

@eclaration of Human Rights.

c

@Im% cipta :m__xm__zwcm

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_u._._...mf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
JU.. .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
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L
= KESIMPULAN DAN SARAN
job)
AiKesimpulan
=
(= Berdasarkan indikator-indikator seperti standar operasional tempat hiburan
-
okafe, melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan koreksi belum
=
w
Zoptimal. Hal ini dapat dilihat, dalam operasional tempat hiburan kafe di
Pyl
~kecamatan Tampan kota Pekanbaru masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan
=

yang berlaku seperti melanggar waktu operasional tempat hiburan kafe dan

melanggar tentang perizinannya. Upaya yang dilakukan SATPOL PP dapat

disimpulkan sebagai berikut:

nery wisey JireAg uelng jo AJISId9AIU) dJTWER[S] 3)BIG

1. Pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP mulai dari melakukan

no

w

pemantauan, pembinaan dan penindakan terhadap kafe yang berada di
Kecamatan Tampan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat
hiburan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah jumlah personil,
sistem pengawasan, kejelasan rencana belum maksimal sehingga berpengaruh
terhadap pengawasan kafe di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
Berdasarkan tinjauan Figih Siyasah pengawasan kafe oleh Satuan Polisi
Pamong Praja adalah suatu kewajiban. Karena sebagai pemerintah harus
menjamin kehidupan yang layak baik dari segi keamanan, kenyamanan
maupun ketertiban bagi rakyatnya. Namun pada kenyataannya SATPOL PP
belum melaksanakan tugasnya dengan sempurna karena tidak mengambil

tindakan yang cepat saat mendapatkan kendala saat melaksanakan razia.

84
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1.

no

85

aran

Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah jumlah personil SATPOL
PP Kota Pekanbaru agar pengawasan lebih maksimal. Mengingat jumlah kafe
di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan relative banyak, sangat
tidak seimbang dengan jumlah personil saat ini yang terbatas.

Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dilakukan
lebih rutin dan sesering mungkin, tidak hanya pada saat bulan suci Ramadhan
saja dilakukan razia. Serta lebih tegas dalam melakukan penindakan, agar
para pemilik kafe lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang.

Diharapkan pemilik kafe untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat demi keamanan dan kenyaman masyarakat.

Karena penelitian ini belum tuntas secara sempurna. Diharapkan kepada
peneliti selanjutnya bisa mengangkat masalah sanksi yang diberikan terhadap

kafe di Kota Pekanbaru yang terindikasi melanggar aturan secara rinci lagi.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

%

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

2,

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

20

£
)

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

DAFTAR KEPUSTAKAAN

ejdio yeH @

Abdul Mustagim, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah
Transformasi Makna Jihad), Jurnal Analisis VVol. 5 No. XI.

bdul Mu'in Salim, 2002, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al- Qur'an, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

miruddin dan Zainal Asikin, 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta : Raja Grafindo Persada.

d BASDS NI A!ITW

Bahtiar Efendi, 1998, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik

nej

Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina.
Cemal Kafadar, “History of a Coffee”
( http://sites.duke.edu/, Diakses pada 13 Desember 2019, 23: 40)
Dedi Supriyadi, 2008, Perbandingan Figih Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-

Tokoh Politik Islam, Bandung: Pustaka Setia.
Djazauli, 2007. Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

9]

“Hadari Nawawi, 1993, Kepemimpinan Menurut Islam, Yogyakarta, Gajah Mada

(g°]

2 University Press.

ghttps://id.wikipedia.orq/wiki/Kafe , Diakses pada 31 Oktober 2019.

n@. Kaloh, 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah., Jakarta, Sinar Grafika.

=

:f.]. Suyuthi Pulungan, 2002, Figh Siyasah: Asjaran, Sejarah, dan Pemikiran,
“, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

EhKanSII & Christine Kansil, 2000, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka
" Cipta, Jakarta.

§Kartono, Kartini, 2008, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin
= Abnormal itu? / Kartini Kartono, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
$<0nstantinos Chadios, Thesis: “The Urban Coffee Shop” Cambridge, MIT, 2005.
#Muhammad Igbal, 2014, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
= Jakarta, Prenada Media Group.

sMuhammad Tahir Azhary, 2012, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum
iPidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir

EAzhary, S.H. Akademisi, Praktisi, dan Politisi, Jakarta: Prenada Media Group.


http://sites.duke.edu/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kafe

‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

3
\n,val

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

gLy BXSNS NIgy

urcholish Madjid, 2014, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
Jakarta, Prenada Media Group.

F1dIo 3eH @

eraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

_HUJ

eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

ivai Zainal, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari
Teori ke Praktik, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
ozali Abdullah, 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung,Cet. Ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
ozikin Daman, 1993, Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Salendra, Coffee Shop As A Media For Self-Actualization Today’s Youth, Jurnal
Komunikasi Vol. VI No. 02, 2014.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:
Alfabeta.
Sukmadinata, 2007. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Rosda Karya.
Sutopo, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret
University  Press.

9]

&S. Pamudji, 2009, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, Bina
(g°]

@ Aksara.

E}(usuf Al Qardhawy, 1997, Figih Negara, Jakarta: Robbani Press.

ulkarnaini, Reinventing Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Ramping dan
Efisiensi, Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 4, 2013.

nery wisey JireAg uejpng jo &usxaA;u@\la



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
um_._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI PENELITIAN
WAWANCARA

© Hak cipta arif Kasim Riau
q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..u. ..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

= H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“=Dokumentasi wawancara dengan para pemilik usaha kafe yang berlokasi di Kecamatan

2
©
o]
c
©
-
(V)
[a
8
o
~
[
©
Q.
1S
T
S¥atif Kasim Riau
q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_um_._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AM.. .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n__ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

I SUSEARIAD 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



N
) )
© (o]
(@) o
© [(s]
~ E N
N N
M S~
(@] o
N N
(@) o
N N

okumentasi wawancara dengan perangkat SATPOL PP Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UTN"STSH #0f SMtan Syarif Kasim Riau
q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

...1 .. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

= H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



O 22
=37

23
23

 _

=

0
\!
0
i\l
|
0
|
0
i\l

2= — 2020

DOKUMENTASI LOKASI
PENELITIAN

]

w,!
m

© Hak cipta mili State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

...1 .. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
JU.. .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
= H /\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusanay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



=

2020
o220 =<

—

=5 B
3 — SN —

\ \

Dokumentasi Kafe yang melanggar jam operasional yang berlokasi di Kecamatan

=
©
o]
c
©
4
(O]
[a
8
o
X~
C
©
Q.
IS
©
‘ -
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_um_._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
AM.. .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n__ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

I SUSEARIAD 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaqg wejep 1ul sijn} BAIEY yninjes neje ueibeqges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

NV VSNS NIN
D 1U:

‘nery exsng NiN Jelfem Buek uebunuaday ueyibniaw yepy uedinbusd q

‘yejesew niens uenefury neye yinuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesiinuad ‘uenyjauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynun eAuey uednnbued e

Ll )

%

h

v

0

=(a

JJaguins ueingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey jul s} BAIRY yninjes neje ueibegss diynbusw Bueseq "L

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3did yeH

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

w ejdio ey @

Sknipsi  dengan  judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
iI'ERDA) KOTA PERKANBARU TENTANG HIBURAN UMUM: S1upi
EENG/\“‘AS:\N KAFE DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARLU
@ERSPEKTIF FIQIH SIYASAH, yang ditulis oleh

Nama " MALISA UTAMI
NIM - 11624204250
Program Studi  © Hukum Tata Negara (Siyasah)

nely eysn

lelah di perbaiki sesuai dengan permintasn Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas [slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dl‘!. l'- bin.' I\r‘ﬁn’ ."A PR R )

Sckretans

Mutasir, S.HL, M.Sy
-]

&cnguﬁ I

Drs. Arifuddin, M.Ag
=

Penguyi 1

r. Arisman, M.Sy

Fakullas\Svanah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 023

nery wisey| JireAg uejng jo &4;513:\;5‘1



NV VISNS NIN

AN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

i ARJFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

LA a PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

)

4
[

|

usw uep ueywnyueousw edue) IUESIN] BAIRY yninjas neje ueibeges diynbusw Gueleig

uy]

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/48

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

erbukaan Informasi Publik.
Ketwm Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

eraturan Pemennw\ Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

i
fmnwnﬁuem Bue

BueA uebunuadey] ueyibniaw epn uedinbuad g
Buepun-Buepun 16unpuijqg e3dig ¥

NQaN A 4w eyd

9, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan

Keterangan Penelitian.
m;sﬁ% Daecah Kota Pekanbaru Nomor ¢ Tahun 2016 tentang

ol mmmmmpmommpm

’MmdwdmkqdabthmMo&ldemTwwu
Satu Pintu Provinsi Riau, nomor S03/DPMPTSP/NON [ZIN-RISET/29357 tanggal

é

3 uesinuad ‘uenpuadgueyipipuad uebunuadaey ynun eAuey uedinbuagl e

3 ynin|as neje ueibeqges yeAueqiadwaw uep u

Z amm.mmwmmmmmm
: pengumpuian data untuk bahan Skripsi.
=
5 MEMBERITAHUKAN BAHWA
Y
[+V]
1 MALISA UTAM!
2 NN%“E 11624204250
3 Fulsd SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4 Jouss HUKUM TATA NEGARA
5 M' : 81 b
® L PURWODADI UJUNG GG. CEMARA |
? Wm“ san 5 PENGAWASAN KAFE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5 2¢ %  PERSEPESKTIF PIQIH SIYASAH : STUDI KASUS DI KECAMATAN
2 52 B TAMPAN KOTAPEKANBARU
8 Lgkasé’inﬂﬁl\ 5 . 1 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
e F 8 2 SATPOL PP KOTA PEKANBARU
E 8¢ g 3 KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
: 39 c
UntulSMeligkukan Pen@litian, dengan ketentuan sebagai berikut
uE' 2 5 WMWyde‘uow yang tidak
£ Tigw melskden mmm S Clsat/Pra Riset/Penelitian dan pengumpuilan data ini.
5 Riset wmumm1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal

i dibuat.
an & .mm-mw&mm.wﬂammggalmmmooopy

b 'Pmmpedawmnkohmcq&mtaaadanmsmuanemsa
@Pm@Pmmmwuwu)mem

i

Demikian 2 8l ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
= (2
[4)]
g 5,,? Pekanbaru, 8 Januan 2020
V] — 5 <7y ‘ .
% i ,a:’n.‘Képélé‘Bbcip‘ Kesatuan Bangsa dan Politik
: & /=7 Kota Pekanbary
e P

~" ‘1. MAISISCO, S Sos, M.SI i



‘nery exsng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul sijn} eAIEY yninjas neje ueibegas yeAueqiadwsw uep ueywnwnbusw B

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TUAN POLISI PAMONG PRAJA

~J4. Je@deral Sudirman No. 464 Telp (0761) 31543 - 38765

P2 T Pekanbaru - 28126
529ag RAT KE" (IAN N
£53E 2 SURAT KETERANGAN RISET
29 (‘é 2 ol Nomor 423 6/POL PP-SEKR 93
£g5a °
sec b
(0] . —_— . ’
25§ ;ﬂm:su;g dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaruy
@@ﬁ;\@ﬂl‘akm’-\'}{l’ 2020/48 Tanggal 08 Januan 2020 I'entang Pelaksanaan Kegiatan
r{%cgdgn PeBgumpulan Data untuk Bahan Skripsi Dengan im mencrangkan bahwa
® 3 €3 w
®58 c
J o = o :
N3@da = MALISA UTAMI
5 x O
J Q@
NEY = 11624204250
(o] § "g" c
Fgufas SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAL
Ca g
w?uﬁxgn 5.1 HUKUM TATA NEGARA
=
232
D8 .
552 Bah\.va yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penclitian di Satuan Polici
f‘nﬁ)&g\g Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi
a QO
'_2 =
“Pi;?,':\\\'c\s.\.\' KAFE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERFPEKTHF PIOIH SISAYAH : STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN

A PEKANBARL "
(5]

L&,

b2
S

‘yejesew niens uenefury neje yuuy uesinuad ‘umodef’éeunsn&ua@

J—y

7]
Demifian Surat Keterangan Pra RisetRiset/Penelitian ini keluarkan agar dapat
kan chﬂgaunun.x mestinya

di

:1oquihs uexing

Pekanbaru, 27 Februan 2020
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOFAPERANBARI

AD FARDAMISYAH. SH
lN(l' FO648711 199803 1 001

neny wisey] JireAg uej[ng jo AJISIadArup) d




‘nery eysng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul SN} BAIEY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q g

NV VISAS NIN
o

%

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBniaw yepn uedinbusd 'q

‘yejesew nmens ueneful neye YLy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwp eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbued e

ud

%

2,

h

JJaquuins ueyingaAusiu uep ueywniueousw edue) 1ul sin} eAley yninjes neje ueibeqgss diynbBuaw Buele|q |

20

o+
)

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq e3diy yey

RIWAYAT HIDUP PENULIS

21d10)eH ©

MALISA UTAMI, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 09

Mei 1997. Anak pertama dari lima bersaudara, dari
pasangan ayahanda, Manser dan Zulfa EImi. Pendidikan
Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 006
Tampan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, RIAU, lulus pada
tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP
NEGERI 8, Pekanbaru, lulus tahun 2013 , Setelah menyelesaikan pendidikan
SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 12 PEKANBARU dan
lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan
Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan
EHukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir
rF{;_perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pengawasan Kafe

o
Eoleh Satuan Polisi Pamong Praja Perspektif Figih Siyasah : Studi Kasus Di

&
=Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang

-
m

@munagasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas

]
SSyariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.42 dan berhak menyandang gelar

wn

=
=Sarjana Hukum (S.H)

nery wisey jiredg ue



	PERSETUJAUN.pdf (p.1)
	PENGESAHAN.pdf (p.2)
	img016.pdf (p.1)
	img017.pdf (p.2)

